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MANAJEMEN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DESA

Darmono
Universitas Negeri Malang

Abstrak

Perpustakaan desa adalah sebuah institusi sosial dan sistem sosial,
memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu di dalam wilayah
tertentu, dan sebagai sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar
anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus
menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Perpustakaan
desa dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa/keluarahan yang berada
di tengah masayarakat desa. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, Perpustakaan
Desa/Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu
sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan
masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan
pembangunan desa/ kelurahan. Pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan
perlu memperhatikan berbagai aspek sebagai berikut: (1) lokasi dan ruang
perpustakaan, (2) peralatan mebelair pendukung, (3) koleksi perpustakaan
desa, (4) penambahan koleksi perpustakaan desa, (5) Kkatalog
perpustakaan, (6) peraturan layanan perpustakaan, (7) jenis layanan
perpustakaan, (8) perawatan koleksi perpustakaan, (9) tenaga
perpustakaan desa, (10) anggaran penyelenggaraan perpustakaan desa,
(11) kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan, (12) laporan
perpustakaan.

Pembangunan di bidang sumber daya manusia (SDM) cukup mendapat
perhatian dari pemerintah khususnya pembangunan sumber daya manusia di tingkat
pedesaan. Pada pembangunan tingkat desa perhatian pemerintah cukup baik, terbukti
banyak program kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan SDM pada tingkat
desa itu. Kegiatan pembanguan sumber daya masnusia di tingkat pedesaan dilakukan
pemerintah melalui berbagai jalur kegiatan, baik melalui pendikan formal maupun
melalui jalur pendidikan informal. Salah satu kegiatan melalui pendidikan informal
dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui penyediaan bahan bacaan yang
didekatkan ke masyarakat baik melalui taman bacaan masyarakat ataupun melalui
perpustakaan desa. Dengan demikian perpustakaan desa atau juga perpustakaan
kelurahan merupakan simpul yang dipandang sangat strategis oleh pemerintah dalam
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa/kelurahan.

Perpustakaan desa merupakan jenis perpustakaan umum yang berada di
lingkungan desa/kelurahan. Perpustakaan desa merupakan ujung tombak layanan
perpustakaan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Secara legalitas
formal, perpustakaan desa mempunyai dasar hukum pelaksanaanya, yaitu Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001,
tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan (Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
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Daerah, 2001). Secara definitif perpustakaan desa adalah “perpustakaan
masyarakat” sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan
mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian
integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

Dari pengertian tersebut terdapat empat kata kunci tentang perpustakaan
desa yaitu: (1) perpustakaan berbasis masyarakat, (2) berfungsi sebagai sarana
dan media belajar, (3) untuk meningkatkan dan mendukung pendidikan
masyarakat, dan (4) merupakan bagian integral pembangunan. Jika dilihat dari
empat kata kunci tersebut pengertian hakiki dari perpustakaan desa adalah
perpustakaan yang dikembangkan dan didirikan atas inisitif dan prakarsa dari
pemerintah desa, penyelenggaraannya juga menjadi tanggung jawab pemerintah
desa, yang digunakan masyarakat sebagai media untuk mendukung pendidikan
informal di lingkungan masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari program pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam makalah ini penulis akan membahas berbagai aspek tentang
penyelenggaraan perpustakaan desa. Perpustakaan desa agak berbeda dengan taman
bacaan. Keberadaan taman bacaan lebih diprioritaskan pada penyediaan bahan di
lingkungan masyarakat yang tinggal perkotaan, dan taman bacaan merupakan
kegiatan yang lebih menekankan pada kemandirian masyarakat didalam
pengelolaanya. Sementara itu perpustakaan desa pengelolaanya dilakukan oleh
pemerintah desa/kelurahan. Dengan demikian segmen sasaran masyarakat yang
dilayani berbeda antara taman bacaan dengan perpustakaan berbeda.

Perpustakaan desa/kelurahan dari pengertian awam adalah perpustakaan yang
dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa/keluarahan yang berada di tengah
msayarakat desa. Menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perpustakaan Desa/Kelurahan adalah
“perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan
mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian
integral dari kegiatan pembangunan desa/ kelurahan”. Dari definisi tersebut terdapat
beberapa kata kunci dari pengertian perpustakaan desa yaitu:

a. perpustakaan masyarakat

b. berfungsi sebagai sarana atau media

c. meningkatkan dan mendukung pendidikan

d. bagian integral pembangunan masyarakat desa.

Jika dilihat dari kata kunci tersebut sebenarnya pengertian perpustakaan
desa adalah perpustakaan yang dikembangkan dan didirikan atas inisiatif dan
prakarsa dari pemerintah desa, penyelenggaraannya juga menjadi tanggung jawab
pemerintah desa, yang digunakan masyarakat sebagai media untuk mendukung
pendidikan informal di lingkungan masyarakat yang menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari program pembangunan desa dalam pelaksanaan pembangunan
desanya. Dengan demikian keberadaan perpustakaan desa merupakan salah satu



simpul dari pembangunan masyarakat desa melalui penyediaan bacaan yang
sesuai dengan karakteristik masyarakat desa.

A. Perpustakaan Desa dan Masyarakat

Secara sosiologis keberadaan perpustakaaan tidak bisa dipisahkan dari
tatanan masyarakat (lihat Rahmawati, 2012). Dengan pendekatan sosiologi dalam
tatanan masyarakat dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dapat
dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah
bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah tertentu. Sedangkan sebagai
sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat
yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpola dan
terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat
memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang berupa struktur sosial yang
tumbuh di masyarakat (Perpustakaan Nasional RI, 2007).

Dengan demikian perpustakaan adalah sistem sosial yang mengandung di
dalamnya interaksi antar berbagai pihak dan berlangsung terus menerus. Untuk
melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/
wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Perpustakaan desa memerlukan
legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan
pemanfaatannya bagi kehidupan bersama di desa yang terwadahi dalam suatu
sistem sebagai ruang untuk umum (public spare) jika kita memakai istilah
Habermas (Rundell, 2005), bisa juga dalam arti maya untuk konteks saat ini. Cara
masyarakat desa menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang
perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi
perpustakaan di kalangan msayarakat desa. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi
fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan
mencapai tujuan-tujuannya. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan
tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan
membentuk "struktur sosial perpustakaan desa".

B. Dasar Hukum, Fungsi, dan Tugas Pokok Perpustakaan Desa/Kelurahan

Sebagai sebuah lembaga kegiatan yang merupakan layanan publik pada
tingkat desa/kelurahan, perpustakaan desa mempunyai kekuatan dasar hukum
formal. Dasar hukum perpustakaan desa mengalami perkembangan sejalan
dengan perkembangan pemerintahan di Indonesia. Pada awalnya dasar hukum
pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984. Namun Instruksi ini dinyatakan
tidak berlaku lagi setelah keluarnya dasar hukum Perpustakaan Desa/Kelurahan
yang baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 3
Tahun 2001. Dengan dasar hukum yang terakhir, maka keberadaan perpustakaan
desa dijamin oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.



Sebagaimana perpustakaan pada umumnya, perpustakaan desa
mempunyai fungsi khusus. Fungsi ini tentunya agak berbeda dengan
perpustakaan yang lain. Fungsi Perpustakaan Desa/Kelurahan menurut Pedoman
Penyelenggara Perpustakaan Desa, adalah sebagai lembaga layanan bahan
pustaka dan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan,
informasi, penerangan, dan rekreasi.

Jika perpustakaan desa secara khusus mengembam beberapa fungsi
demikian juga dengan jenis perpustakaan pada umumnya juga mengemban
beberapa fungsi. Secara umum fungsi perpustakaan adalah sama. Menurut
Darmono (2006) beberapa fungsi yang dianggap penting dari perpustakan adalah
sebagai berikut:

Fungsi Informasi

Perpustakaan  menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan
tercetak, terekam maupun koleksi lainnya agar pemakai dapat:

a. mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai
bidang ilmu,

b. menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyerap informasi dalam
berbagai bidang serta mempunyai kesempatan untuk dapat memilih
informasi yang layak yang sesuai dengan kebutuhannya,

c. memperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi yang
tersedia di perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan,

d. memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan untuk memecahkan
masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Fungsi Pendidikan

Perpustakaan  menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan
tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan
tujuan pendidikan. Melalui fungsi ini manfaat yang diperoleh pemakai adalah:

a. agar pemakai mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara
berkesinambungan,

b. untuk membangkitkan dan mengembangkan minat akademik pemakai
yaitu mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual,

c. mendorong kecepatan untuk memecahkan berbagai masalah yang
berkaitan dengan masalah kehidupan serta masalah-masalah lainnya yang
dihadapi pemakai

d. mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis,

e. mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru.

Fungsi Kebudayaan

Perpustakaan  menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan
tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai
untuk:



a. meningkatkaan mutu kehidupan dengan memanfaatan berbagai informasi
sebagai rekaman budaya bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu
kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kelompok,

b. membangkitkan minat terhadap kesenian dan keindahan, yang merupakan
salah satu kebutuhan manusia terhadap citarasa seni,

c. mendorong tumbuhnya kreativitas dalam berkesenian,

d. mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta
menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis,

e. menumbuhkan budaya baca di kalangan pemakai sebagai bekal
penguasaan alih teknologi.

Fungsi Rekreasi
Perpustakaan  menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan
tercetak, terekam maupun koleksi lainnya untuk:

a. menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani,

b. mengembangkan minat rekreasi pemakai melalui berbagai bacaan dan
pemanfaatan waktu senggang,

c. menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif.

Fungsi Pelestarian

Fungsi peletarian selain melestarikan dan merawat koleksi yang dimiliki
perpustakaan, keberadaan perpustakaan desa diharapkan juga mempunyai fungsi
dalam menjaga kearifan lokal yang di masyarakat. Hal ini tidaklah mudah.
Karena tingkat baca masyarakat sendiri pada umumnya masih rendah. Namun
tidak menutup kemungkinan fungsi pelestarian kearifan lokal ini dapat
dilaksanakan oleh perpustakaan. Oleh sebab itu sedapat mungkin pengelolaan
perpustakaan desa melibatkan semua komponen masyarakat dalam arti tidak
terjun langsung melakukan pengelolaan tetapi dapat memberikan sumbang saran
dan pemikiran.

Yang dimaksud dengan fungsi melestarikan kearifan lokal adalah
melestarikan dan memelihara nilai-nilai budaya adi luhung yang tumbuh di
masyarakat. Di desa sangat mungkin masih ada kearifan lokal yang perlu
dilestarikan, misalnya tanaman obat yang tidak ada di tempat lain, atau jenis
tanaman tertentu yang tidak ada di tempat lain, atau keterampilan masyarakat
dalam bidang tertentu yang menjadi keunikan dan kekhasan daerah itu.

C. STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA

Pengelolaan perpustakaan menjadi hal yang amat penting jika perpustakaan
diharapkan dapat diterima keberadaanya oleh masyarakat. Minimal ada tiga
faktor penting dalam pengelolaan perpustakaan desa (Theresia, 2011).

Faktor pertama adalah tempat. Tempat, merupakan hal yang penting.
Tempat menentukan masalah akses. Jauh dan susahnya mendapatkan bahan
bacaan menjadi salah satu sebab jauhnya masyarakat desa pada buku. Terlebih



jika perpustakaan berada di dekat balai desa yang posisi atau lokasinya terpencil
atau terpisah dari pusat keramaian desa. Perpustakaan desa harus jemput bola.
Artinya lokasi tidak harus berada di dekat balai desa, atau satu kompleks dengan
bangunan balai desa. Lantas di mana perpustakaan desa idealnya didirikan? Bisa
di rumah perangkat desa, atau lebih bagus lagi jika secara khusus membangun
ruang untuk perpustakaan desa di “’jantung kota’” warga desa agar kehadirannya
betul-betul diketahui.

Faktor kedua, koleksi dan pengelola. Sesuai dengan namanya,
perpustakaan, tentu isinya adalah bahan bacaan atau pustaka. Seandainya isinya
hanya bacaan, baik koran, majalah, maupun buku, itu tak soal. Namun tingkat
kebutuhan dan modus masyarakat mengonsumsi informasi sekarang ini tidak
melulu mengandalkan buku, koran, dan majalah berbasis pohon (kertas),
masyarakat saar ini juga mengonsumsi informasi dari internet dan televisi.

Faktor ketiga, yang bisa mengefektifkan keberadaan perpustakaan desa
adalah kegiatan perpustakaan itu sendiri. Salah satu kendala besar mengajak
masyarakat datang ke perpustakaan dan membaca buku karena mereka tidak
menemukan keterkaitan yang erat antara bacaan dan aktivitas keseharian.

Atas dasar anggapan tersebut, agar Perpustakaan Desa dapat berfungsi
dengan baik, perlu dikelola dengan baik dengan menyediakan bacaan yang
bersifat keaksaraan fungsional. Masyarakat perlu disediakan bahan bacaan yang
sesuai dengan mata pencaharian mereka, oleh sebab itu perpustakaan perlu
dilengkapi dengan bacaan tentang aktivitas kehidupan masyarakat. Atau jika
masyarakat lebih bersifat majemuk dengan berbagai mata pencarian, penuhi
mereka dengan bacaan sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk pengelolaan perpustakaan desa terdapat dua standar yang
dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yaitu SNI 7596:2010 (BSNI,
2010) dan oleh Perpustakaan Nasional SNP 005:2011 tentang Perpustakaan
Desa/Kelurahan. Standar ini menjadi acuan pengelolaan perpustakaan
desa/kelurahan di Indonesia. Dalam SNP tentang perpustakaan desa dijelaskan
berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan perpustakaan
desa/kelurahan.

Menurut SNP 005:2011, tujuan perpustakaan desa adalah untuk
meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan
perpustakaan dan akses informasi untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan,
ilmu pengetahuan, apresiasi budaya, dan rekreasi untuk kepentingan
pembelajaran sepanjang hayat.

Parameter Standar
Dari SNP tersebut dapat dideskripsi untuk penilaian terhadap perpustakaan

desa dengan 20 parameter yang disarikan dari SNP Perpustakaan Desa adalah
sebagai berkut:



(1) Koleksi,

(2) Jenis lain,

(3) Surat kabar,
(4) Majalah,
(5)Koleksi Audio,
(6) Usia Koleksi,
(7) Jenis Koleksi,

(8) Proses pengolahan,

(9) Jam buka perpustakaan,

(10) Layanan,

(11) Sarana layanan,

(12) Pelestarian,
(13) Ruangan,
(14) Tenaga,
(15) Insentif,
(16) Tata kerja,
(17) Anggaran,

(18) Penggorganisasian,

(19) Kerjasama, dan

(20) Pembentukan / Pendirian.

Dalam pengelolaan perpustakaan minimalnya terdapat 2 standar, demikian
juga dengan pengelolaan perpustakaan desa. Pertama, adalah standar proses
penyelenggaraan perpustakaan desa; kedua, adalah standar sarana dan prasarana
perpustakaan desa. Standar pengelolaan inilah yang dijadikan patokan dalam
mengukur atau menilai sebuah perpustakaan desa berdasarkan SNP 005:2011.

Dari SNP tersebut kemudian dikembangkan 20 standar pengelolaan
perpustakaan desa yang dilengkapi dengan deskripsi dari masing-masing
komponen. Berikut ini gambaran perpustakaan Srikandi berdasarkan SNP

005:2011sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen Standar dan Deskripsi Masing-Masing Standar
Berdasarkan SNP 005:2011

Komponen Standar

Deskripsi Standar Minimal

1. Koleksi a. Berbagai disiplin sesuai dengan kebutuhan
masyarakat,
b. jumlah koleksi minimal 1.000 judul
remaja/dewasa
2. Jenis lain 50 judul koleksi referensi anak, 50 judul koleksi
refrensi remaja/dewasa
3. Surat kabar minimalnya 1 judul
4. Majalah minimalnya 1 judul
5. Koleksi Audio minimalnya 1 judul
6. Usia Koleksi minimalnya 10% adalah koleksi 5 tahun terakhir




Jenis Koleksi

anak, remaja, dewasa, referensi (ensiklopedia
dan kamus), surat kabar, majalah

Proses pengolahan

a. Sederhana

buku induk

Ada deskripsi bibliografi

Ada Klasifikasi

Jangka waktu pengolahan 1 minggu setelah
diolah sudah harus disajikan ke pemustaka

0o

Jam buka
perpustakaan

6 jam / hari
1 minggu (367 atau 42?)

10.

Layanan

layanan membaca ditempat,
layanan sirkulasi,

layaran referensi

layanan penelusuran informasi,

11.

Sarana layanan

Rak buku (3 buah)

Rak majalah (1 buah)

Meja kerja (1 buah)

Kursi baca (8 buah)
Perangkat komputer (1 unit)

12.

Pelestarian

Pl oo opan o

Perbaikan sederhana, menjaga temperatur,
cahaya dan kelembaban

Tambahan penulis

b. melakukan perawatan bahan pustaka, dan
melestarikan bahan pustaka terkait dengan
kearifan lokal yang ada di desa

13.

Ruangan

a. Luas 56 m2

b. Syarat ruang: memenuhi aspek kenyamanan,
kamanan, keindahan, pencahayaan, dan
keamanan

14.

Tenaga

2 orang berpendidikan SLTA (untuk kepala) dan
SMP (untuk pengelola)

15.

Insentif

Dari Penulis
Sesuai dengan upah minimum lokal (UML)

16.

Tata kerja

Menyusun porogran kerja bulanan

17.

Anggaran

a. Anggaran rutin disediakan pemerintah desa
(melalui ADD)
b. Anggaran sumber lain, APBD

18.

Penggorganisasian

Mandiri, efisien, efentif dan akuntabel

19.

Kerjasama

Ada kerja sama dengan pihak luar untuk
meningkatkan mutu layanan

20.

Pembentukan /
Pendirian

Oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan Surat
Keputusan




Parameter ini tentunya mengikat dan merupakan standar minimal.
Bedasarkan pengalaman penulis ikut juri lomba perpustakaan desa/kelurahan di
Kabupaten Malang, masih dijumpai perpustakaan desa/keleurahan yang belum
memenuhi syarat minimal, misalnya masalah anggaran. Tentunya perlu sicarikan
jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Misalnya jalan keluar dari
terbatasnya anggaran untuk penambahan koleksi dapat dilakukan dengan cara
mencari sumbangan atau hibah. Dalam hal ini petugas perpustakaan harus
proaktif untuk mendapatkan bantuan baik dari masyarakat, dari instansi
pemerintah, dan dari lembaga penyumbang. Jika hal ini dapat dilakukan maka
penambahan standar koleksi akan dapat dicapai oleh perpustakaan
desa/kelurahan.

D. Beberapa Elemen Layanan Perpustakaan Desa

Secara substantif pengelolaan perpustakaan desa sebenarnya hampir sama
dengan pengelolaan pada jenis perpustakaan yang lain. Perpustakaan desa
mempynyai standar-standar tertentu yang perlu dan harus dipenuhi agar perpustakaan
desa/keluarahan dapat berjalan dengan baik. Jika dilihat dari kelompok jenis
perpustakaan, perpustakaan desa termasuk perpustakaan umum yang berada di desa.
Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah dan
melayanai masyarakat umum. Demikian juga dengan perpustakaan desa, adalah
perpustakaan yang dikelola olen pemerintah desa/kelurahan dan melayani
masyarakat umum di tingkat desa/kelurahan.

Dengan analog seperti itu maka sebenarnya layanan perpustakaan desa
hampir sama dengan perpustakaan umum. Yang membedakannya adalah cakupan
keluasan wilayah kerja dan keluasan masyarakat yang dilayaninya. Berikut ini
beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam layanan perpustakaan
desa/kelurahan. Tujuan dari kegiatan pelayanan di Perpustakaan Desa adalah
memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi melalui
koleksi bahan pustaka serta membantu meningkatkan kualitas kehidupannya.
Sedangkan fungsi utama keberadaan Perpustakaan Desa adalah “sebagai lembaga
penyedia layanan bahan pustaka dan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan
pendidikan, informasi, penerangan, dan rekreasi”.

1. Lokasi dan ruang perpustakaan
Keberadaan perpustakaan perlu memperhatikan lokasi dan tata ruang
perpustakaan. Lokasi yang ideal untuk perpustakaan desa pada umumnya adalah
tempat-tempat yang dianggap strategis yang memudahkan warga desa untuk
datang ke perpustakaan. Pada umumnya keberadaan perputstakaan desa
menyatu dengan komplek kantor desa/balai desa. Hal ini biasanya tempat yang
siap dan tersedia hanya di lingkungan kantor desa/balai desa itu. Hal ini
sebenarnya tidak menjadi masalah. Dengan ditempatkan di kantor desa/balai
desa terdapat beberapa keuntungan seperti: (a) pengelola biasanya juga
perangkat desa atau warga desa yang diberi tugas untuk mengelola
perpustakaan, hal ini akan memudahkan mobilitas pengelola perpustakaan
karena perpustakaan masih berada di lingkungan balai desa, (b) balai desa sering



dikunjungi warga dan juga pada umumnya balai desa merupakan tempat yang
strategis.

Ruang perpustakaan desa/kelurahan sebaiknya tidak kurang dari 50 meter
persegi. Penataan ruang harus baik dengan tatawarna ruang yang cerah.
Penyinaran sedapat mungkin penyinaran alami dengan ventilasi udara yang
sesuai engan kapasitas ruang. Secara umum pembagian ruang meliputi ruang
penempatan kolesi dan ruang baca serta ruang untuk petugas.

Peralatan mebelair pendukung

Ruang perpustakaan selain didesain dengan tata ruang yang baik, perlu juga
dilengkapi dengan mebel sebagai penunjang sarana dan prasarana perpustakaan
desa. Jenis mebel yang harus ada di pepustakaan adalah rak buku. Rak buku
dapat berupa rak tinggi dan rak rendah. Ini tergantung kebutuahn. Untuk koleksi
anak-anak biasanya menggunakan rak rendah. Selain rak buku mebel yang perlu
ada adalah meja baca dan kursi baca, serta meja petugas dan kursi petugas. Jika
dipandang perlu perpustakaan dapat mengadakan sofa untuk membaca santai di
perpustakaan. Selain mebel juga ada almari untuk arsip.

Koleksi perpustakaan desa

Koleksi perpustakaan desa sedikitnya 1000 judul buku. Terdiri dari berbagai
macam buku seperti buku fiksi, buku tokoh-tokoh nasional, buku pahlawan,
buku tentang keterampilan, buku-buku untuk mendukung UKM dan buku-buku
tentang hoby. Selain koleksi buku, perpustakaan desa juga perlu memiliki
koleksi koran dan majalah. Jumlah koran dan majalah minimalnya satu judul.

Penambahan koleksi perpustakaan desa

Untuk menjamin kelangsungannya perpustakaan desa perlu melakukan
penambahan koleksi secara teratur. Penambahan koleksi dilakukan untuk
penyegaran koleksi agar dapat mengikuti atau paling tidak mengimbangi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penambahan koleksi
diharapkan minimalnya adalah 5% dari jumlah koleksi yang ada. Misalnya
perpustakaan desa mempunyai koleksi awal 1000 eksemplar, maka diperlukan
tambahan koleksi setiap tahunnya adalah 50 ekdemplar. Angka ini sebenarnya
cukup tinggi, namun ini adalah upaya agar perpustakaan desa dapat terus
berkembang dan terus dimianfaatkan oleh masyarakat.

Katalog perpustakaan

Perpustakaan desa juga perlu dilengkapi dengan katalog. Katalog dapat berupa
kartu katalog atau katalog dalam bentuk lembar lepas. Jika katalog dalam bentuk
kartu maka perlu ada 3 jenis kartu katalog, yaitu katalog pengarang, katalog
judul, dan katalog subyek. Selain katalog perpustakaan desa juga perlu
dilengkapi dengan pedoman-pedoman untuk pembuatan katalog seperti:

(a) daftar tajuk subyek berbahasa Indonesia,

(b) bagan klasifikasi ringkas, misalnya DDC ringkas, dan

(c) peraturan pengkatalogan.
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6. Peraturan layanan perpustakaan
Perpustakaan desa/kelurahan perlu meilikieraturan perpustakaans ecara tertulis.
Peraturan ini meliputi hak dan kewajiban anggota perpustakaan, peraturan
tentang pemakaian perpustakaan, sanksi apabila ada pelanggaran oleh anggota.
Dalam peraturan tersebut juga perlu ada jam layanan perpustakaan. Idealnya
perpustakaan desa buka 6 hari kerja dan minimalnya adalah 30 jam dalam 1
minggu.

7. Jenis layanan perpustakaan
Karena fungsi yang diembang demikian penting, perpustakaan desa perlu
memberikan beberapa jenis layanan. Keragaman layanan ini penting untuk
menarik warga masyarakat agar mau menjadi anggota dan mau memanfaatkan
perpustakaan. Jenis layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
serta juga memperhatikan tingkat usia pemakai perpustakaan. Jenis layanan
perpustakaan desa antara lain:

Layanan peminjaman bahan perpustakaan

Layanan khusus kepada UKM di desa

Layanan untuk anak dan remaja

Layanan berceritera

Layanan puppet show

Layanan berbasis teknologi informasi seperti layanan internet

P00 T

Selain layanan seperti di atas perpustakaan desa juga dapat memberikan
kegiatan berupa hiburan, seni dan pendidikan. Jenis layanan ini antara lain
adalah:

a. Layanan les bidang studi untk anak SD dan SMP

b. Layanan les bahasa Inggris

c. Layanan latihan drama

d. Layanan latihan permainan dan kesenian tradisional

8. Perawatan koleksi perpustakaan

Perpustakaan desa/kelurahan perlu melakukan perawatan koleksi yang
dimilikinya. Perawatan koleksi dapat berupa penyampulan koleksi dengan
plastik, perbaikan buku yang rusak, pembendelan atau penjilidan ulang. Selain
perbaikan secara langsung perpustakaan juga perlu melakukan perawatan secara
preventif misalnya memberihkan rak secara rutin, memberi kamper naptalin
disela-sela rak buku untuk mengusir kutu buku dan sebagainya. Sebaiknya
program perawatan koleksi dibuat secara tertulis. Kegiatan perawatan koleksi
juga perlu dimasukkan pada laporan tahunan perpustakaan.

9. Tenaga perpustakaan desa
Perpustakaan desa perlu dikelola secara baik. Untuk itu harus ada tenaga yang
diapkan oleh desa yangs ecara khusus menangangi pengelolaan perpustakaan.
Tenaga perpustakaan sebaiknya berjumlah 2 orang staf dan minimalnya
berpendidikan SMA atau yang sederajat dan pernah mengikuti pelatihan
pengelolaan perpustakaan.

10. Anggaran penyelenggaraan perpustakaan desa
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Untuk menjamin keberlangsusngan perpustakaan desa/kelurahan, maka perlu
ada anggaran tetap. Karena perpustakaan desa merupakan program pemerintah
desa, maka perlu anggaran dari desa. Anggaran perpustakaan dapat diambilkan
dari ADD desa. Besarnya anggaran minimalnya Rp. 7.500.000 yang digunakan
untuk memberikan insentif kepada petugas dan juga untuk kegiatan operasional
perpustakaan.

11. Kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan

Perpustakaan desa perlu melakukan kerjasama dengan berbagai instasni yang
dipandang perlu. Kerjasama ini dimaksudkuan untuk meningkatkan
keterpakaian koleksi maupun dalam rangka pembinaan perpustakaan. Untuk
peningkatan pemakain koleksi perpustakaan desa dapat melakukan kerjasama
dengan sekolah-sekolah terdekat. Sementara untuk tujuan bimbingan dan
pembinaan, perpustakaan desa dapat melakukan kerjasama dengan perpustakaan
umum kota/kabupaten, atau dengan perpustakaan perguruan tinggi, jika ada.

12. Laporan perpustakaan

Perpustakaan perlu mebuat laporan dalam periode tertentu. Laporan ini dapat
berupa laporan bulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan berupa pembuatan
statistik bulanan yang meliputi statistik pengunjung dan statistik peminjam.
Selain itu juga perlu dibuatkan statistik penambahan buku. Selain laporan dalam
bentuk statistik, perpustakan juga perlu membuat laporan tahunan secara tertulis.
Laporan harus dibuat secara rutin. Dari laporan dapat diketahui perkembangan
perputakaan dari waktu ke waktu.

E. Penutup

Perpustakaan desa merupakan perpustakaan yang berada di desa dan juga
berada diengah komunitas masyarakat yang dikelola oleh pemerintah desa.
Perpustakaan desa mempunyai peran yang amat startegis dalam pemberdayaan
masyarakat. Dalam pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan perlu memperhatikan
berbagai aspek sebagai berikut: (1) lokasi dan ruang perpustakaan, (2) peralatan
mebelair pendukung, (3) koleksi perpustakaan desa, (4) penambahan koleksi
perpustakaan desa, (5) katalog perpustakaan, (6) peraturan layanan perpustakaan, (7)
jenis layanan perpustakaan, (8) perawatan koleksi perpustakaan, (9) tenaga
perpustakaan desa, (10) anggaran penyelenggaraan perpustakaan desa, (11)
kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan, (12) laporan perpustakaan.
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